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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan
pulau-pulau kecil serta untuk meningkatkan kinerja
organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Pejabat Fungsional Pengawas Kelautan yang selanjutnya

disebut sebagai Pengawas Kelautan adalah PNS yang
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10.

11.

12.

diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan perencanaan
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil, pemeriksaan kepatuhan wusaha
pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil, pengawasan usaha di Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif
pada masyarakat dan lingkungan, pemberdayaan
kelompok masyarakat pengawas usaha Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, tindak lanjut hasil
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil, evaluasi dan pelaporan Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut
dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar
Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan
Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara
Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut.

Pelanggaran Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil adalah meliputi pelanggaran
administratif, tindak pidana dan sengketa Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
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Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Pengawas Kelautan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas
Kelautan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat
dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil
kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta
menilai capaian kinerja Pengawas Kelautan dalam bentuk
Angka Kredit.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi
adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku, yang diperlukan Pengawas Kelautan dalam
melaksanakan tugas jabatan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial kultural dari Pengawas Kelautan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Pengawas Kelautan sebagai prasyarat
menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Pengawas Kelautan sebagai

prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
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21.

22.

23.

24.

(1)

(2)

(3)

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Pengawas Kelautan baik perorangan atau
kelompok di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina  adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Pengawas Kelautan berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada
Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan.

Kedudukan Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
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analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan jabatan

karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan termasuk dalam

klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

(1)

(2)

(3)

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan merupakan
Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama;
b. Pengawas Kelautan Ahli Muda;
c. Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan
d. Pengawas Kelautan Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu
melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah

Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedua

Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil.

(2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

b. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah
dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. pengawasan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil yang berdampak negatif pada
masyarakat dan lingkungan;

d. pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas
usaha wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

€. penanganan pelanggaran hasil Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil; dan

f. evaluasi dan pelaporan Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
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Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan

sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam

butir kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.

melakukan identifikasi bahan penyusunan
rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
melakukan identifikasi bahan penyusunan
detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

melakukan identifikasi bahan penyusunan
rencana operasi armada Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil
kurang dari 100 km? (seratus kilometer persegi);
melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil
terluar;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha kegiatan reklamasi;

melakukan pengolahan data hasil pengawasan
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha wisata tirta;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pengelolaan benda muatan kapal
tenggelam;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan

berusaha pemanfaatan pasir laut;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

-10-

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha bangunan dan instalasi laut;
melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha sumberdaya nonkonvensional;
melakukan pengolahan data hasil pemeriksaan
kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa
kelautan;

melakukan pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan ruang laut;

melakukan pengolahan data hasil pengawasan
pemanfaatan ruang laut;

melakukan pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di
kawasan konservasi;

melakukan pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan
dengan syarat di kawasan konservasi;
melakukan pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan
di kawasan konservasi;

melakukan pengolahan data hasil pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi;

melakukan pengolahan data hasil pengawasan
usaha yang memberikan dampak negatif pada
masyarakat dan lingkungan,;

melakukan identifikasi bahan penyusunan
pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas
kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil;

melakukan identifikasi bahan penyusunan
tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman
terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

melakukan penangkapan di tempat kepada
pelaku yang diduga melakukan pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-

Pulau Kecil,



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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menyusun rekomendasi pemusnahan barang
hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

melakukan pemeriksaan pendahuluan
pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
dalam rangka  penindakan pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

melakukan penyegelan, pembungkusan,
pemusnahan, dan/atau pelelangan barang
bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan penanganan tersangka pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

menyusun berkas perkara  penyelesaian
penanganan perkara pelanggaran pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,;
mengumpulkan dan mengolah data penyiapan
materi teknis/substansi teknis di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan identifikasi bahan penyusunan
laporan  kinerja Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,;
melakukan identifikasi bahan evaluasi sistem
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

1.

melakukan analisis data penyusunan rencana
kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

melakukan analisis data penyusunan detail

pelaksanaan rencana kerja  Pengawasan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

-12-

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

melakukan analisis hasil identifikasi data
penyusunan rencana operasi armada
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan
pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman
modal asing;

melakukan analisis pengawasan pemanfaatan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,;
melakukan analisis kepatuhan pelaku usaha
dalam pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

melakukan  verifikasi hasil pemeriksaan
lapangan atas laporan masyarakat;

melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan air laut selain energi;
melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan
impor komoditas pergaraman,;

melakukan analisis hasil pengawasan produk
dan jasa kelautan;

melakukan analisis hasil pengawasan
pemanfaatan ruang laut;

melakukan analisis laporan pelaku usaha
dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh
instansi yang berwenang menerbitkan
persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut;

melakukan analisis hasil pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi;

melakukan analisis laporan pelaku usaha
dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh

instansi yang berwenang menerbitkan izin;
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26.
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melakukan pengawasan ekosistem mangrove
yang tidak sesuai dengan peruntukan
pemanfaatannya,;

melakukan  analisis laporan masyarakat
terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh
usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

melakukan analisis hasil pengawasan usaha
yang memberikan dampak negatif pada
masyarakat dan lingkungan,;

melakukan rekonstruksi terjadinya kondisi
khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
melakukan verifikasi penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil melalui luar pengadilan;

melakukan klarifikasi penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil melalui luar pengadilan;

melakukan penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil melalui pengadilan;

melakukan analisis hasil identifikasi bahan
penyusunan pemberdayaan kelompok
masyarakat pengawas kegiatan usaha di
wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
melakukan analisis hasil identifikasi bahan
penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan
ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan operasi terpadu dan/atau operasi
intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang
laut, pesisir dan pulau pulau kecil,

melakukan pendampingan proses penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana di bidang
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-

Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik;
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

-14-

melakukan evaluasi penanganan barang hasil
pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan verifikasi dugaan pelanggaran di
bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

melakukan pemantauan atas pelaksanaan
sanksi administratif di bidang Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
menyusun rencana penyelesaian penanganan
perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi
intelijen;

melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli,
tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;
melakukan analisis hasil penyelesaian
penanganan perkara untuk laporan kemajuan
penanganan perkara;

melakukan gelar perkara pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

menyusun resume perkara dan melimpahkan
tersangka serta barang bukti pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil kepada penuntut umum;
melakukan supervisi dan pendampingan
penyelesaian penanganan perkara dan/atau
penanganan barang bukti pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

menyusun kriteria teknis dan analisis data
materi teknis/substansi teknis di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan analisis data penyusunan laporan
kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
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38. melakukan analisis hasil identifikasi bahan
evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan evaluasi hasil analisis data
penyusunan rencana kerja tahunan
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

2. melakukan penyusunan detail pelaksanaan
rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

3. melakukan evaluasi hasil analisis data
penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

4. menyusun rencana operasi armada Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

5. melakukan supervisi pengawasan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

6. manyusun keterangan sebagai ahli pada proses
penyelesaian penanganan perkara/persidangan
tindak pidana di Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

7. melakukan evaluasi hasil pengawasan
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;

8. melakukan supervisi pengawasan produk dan
jasa kelautan;

9. melakukan evaluasi hasil pengawasan produk
dan jasa kelautan;

10. melakukan supervisi pengawasan pemanfaatan
ruang laut;

11. melakukan evaluasi hasil pengawasan
pemanfaatan ruang laut;

12. melakukan audit perubahan fungsi

pemanfaatan ruang laut;
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melakukan evaluasi hasil pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi;

melakukan pengawasan penambangan mineral,
minyak dan gas bumi yang menimbulkan
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
melakukan pengawasan penambangan mineral,
minyak dan gas bumi yang menimbulkan
kerugian secara teknis, ekologis, sosial,
dan/atau budaya pada masyarakat pesisir dan
pulau pulau kecil;

melakukan evaluasi hasil pengawasan usaha
yang memberikan dampak negatif pada
masyarakat dan lingkungan,;

melakukan analisis dampak dan prediksi
pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
melakukan negosiasi penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil melalui luar pengadilan;

melakukan pengawasan keputusan
penyelesaian sengketa dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,;
melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis
bahan penyusunan pemberdayaan kelompok
masyarakat pengawas kegiatan usaha di
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,;
melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis
bahan penyusunan tingkat = kerawanan,
gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,;
menyusun rencana operasi terpadu dan/atau
operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan
ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,;
melakukan telaahan atas banding pengenaan
sanksi administratif di bidang kelautan, pesisir,

dan pulau-pulau kecil,
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melakukan konsultasi proses penyelesaian
penanganan  perkara dengan = kepolisian
dan/atau kejaksaan;

melakukan pemantauan penanganan tindak
pidana kelautan sampai pada putusan yang
berkekuatan hukum tetap;

melakukan evaluasi pelaksanaan penyelesaian
penanganan perkara dan/atau penanganan
barang bukti dan awak kapal;

melakukan evaluasi dan telaahan materi
teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

melakukan evaluasi hasil analisis data
penyusunan laporan kinerja Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

melakukan evaluasi hasil analisis data evaluasi
sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:

1.

melakukan penyusunan rencana kerja tahunan
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

menyusun rekomendasi metode pengawasan
dan keterlibatan  pihak  ketiga  dalam
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

menyusun rekomendasi pengawasan
pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

melakukan kajian pengawasan produk dan jasa
kelautan;

melakukan kajian pengawasan pemanfaatan
ruang laut;

menyusun rekomendasi hasil pengawasan

pemanfaatan kawasan konservasi;
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menyusun rekomendasi hasil pengawasan
usaha yang memberikan dampak negatif pada
masyarakat dan lingkungan,;

merumuskan alternatif penyelesaian kondisi
khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan
penyajian materi/substansi teknis
pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas
kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan
penyajian materi/substansi teknis tingkat
kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap
kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

melakukan  supervisi penanganan = pasca
pencemaran dan/atau kerusakan  akibat
kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil;

melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau
operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan
ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,;
menyusun rekomendasi pengenaan sanksi
administratif pelanggaran di bidang kelautan,
pesisir, dan pulau-pulau kecil,;

melakukan kajian efektivitas pengenaan sanksi
administratif di bidang pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pesisir,
dan pulau-pulau kecil;

meyusun kajian strategis, rekomendasi dan
penyajian materi teknis/substansi teknis di
bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

melakukan  penyusunan laporan  kinerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil;
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17. melakukan evaluasi sistem Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil,

(2) Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh ~menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

Pasal 9
Kegiatan penyidikan jabatan fungsional Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka
28 dan angka 29, huruf b angka 33 dan angka 34, dan
huruf c angka 25 dilaksanakan oleh Pengawas Kelautan yang
telah dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 10
Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sesuai
dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) sebagai berikut:
a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana
kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
2. laporan identifikasi bahan penyusunan detail
pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
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laporan identifikasi bahan penyusunan rencana
operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang
dari 100 km? (seratus kilometer persegi);

dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;
dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha kegiatan reklamasi;

data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian = perizinan
berusaha wisata tirta;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian = perizinan
berusaha pengelolaan benda muatan kapal
tenggelam;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian = perizinan
berusaha pemanfaatan pasir laut;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian  perizinan
berusaha bangunan dan instalasi laut;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian  perizinan
berusaha sumberdaya nonkonvensional;

data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha produk dan jasa kelautan;

dokumen pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan
ruang laut;

data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan
kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi;
laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di
kawasan konservasi;

laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan
kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan

konservasi;
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data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan
konservasi;

data hasil pengawasan usaha yang memberikan
dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,;
laporan identifikasi bahan penyusunan
pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas
kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil;

dokumen identifikasi bahan penyusunan tingkat
kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap
kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen berita acara penangkapan di tempat
kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil,

dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil
pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil;

laporan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

laporan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam
rangka  penindakan = pelanggaran  pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
dokumen berita acara penyegelan, pembungkusan,
pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti
pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil;

laporan  penanganan  tersangka = pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen berkas perkara penyelesaian penanganan
perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
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data penyiapan materi teknis/substansi teknis di
bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

dokumen bahan penyusunan laporan kinerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

laporan  identifikasi bahan  evaluasi sistem
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil.

Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

1.

10.

11.

dokumen analisis data penyusunan rencana kerja
tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

dokumen  analisis data penyusunan  detail
pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan
rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau-
pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;
dokumen analisis pengawasan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;

dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha dalam
pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil;

dokumen verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas
laporan masyarakat;

dokumen  pemeriksaan  kesesuaian = perizinan
berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;
dokumen  pemeriksaan  kesesuaian  perizinan
berusaha pemanfaatan air laut selain energi;
dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan impor
komoditas pergaraman;

dokumen analisis hasil pengawasan produk dan jasa

kelautan;
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dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan
ruang laut;

dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan
hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang
berwenang menerbitkan persetujuan/ konfirmasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan
kawasan konservasi;

dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan
hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang
berwenang menerbitkan izin;

dokumen pengawasan ekosistem mangrove yang
tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya,;
dokumen analisis laporan masyarakat terhadap
dampak negatif yang dihasilkan oleh wusaha di
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil;
dokumen analisis hasil pengawasan usaha yang
memberikan dampak negatif pada masyarakat dan
lingkungan;

laporan hasil rekontruksi terjadinya kondisi khusus
pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

dokumen verifikasi penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui luar pengadilan;

dokumen klarifikasi penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui luar pengadilan;

dokumen penyelesaian sengketa dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui
pengadilan;

dokumen  analisis hasil identifikasi bahan
penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat
pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir,
dan pulau pulau kecil;

dokumen  analisis hasil identifikasi  bahan

penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan
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ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil;

dokumen operasi terpadu dan/atau operasi intelijen
dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan
pulau pulau kecil;

laporan pendampingan proses penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana di bidang
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil berdasarkan perintah penyidik;

dokumen evaluasi penanganan barang hasil
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil;

laporan hasil verifikasi dugaan pelanggaran di
bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi
administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

dokumen rencana = penyelesaian  penanganan
perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen;
dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi,
ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;
dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan
perkara untuk laporan kemajuan penanganan
perkara;

dokumen laporan gelar perkara pelanggaran
pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen resume perkara dan pelimpahan tersangka
serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada
penuntut umum;

dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian
penanganan perkara dan/atau penanganan barang
bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil;



36.

37.

38.

5. 2022, No. 510

dokumen kriteria teknis dan analisis data materi
teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil,

dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil;

dokumen analisis hasil identifikasi bahan evaluasi
sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:

1.

dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan
rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
dokumen detail pelaksanaan rencana kerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan
detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen rencana operasi armada Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

dokumen keterangan sebagai ahli pada proses
penyelesaian  penanganan = perkara/persidangan
tindak pidana di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;

dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

dokumen supervisi pengawasan produk dan jasa
kelautan;

dokumen evaluasi hasil pengawasan produk dan

jasa kelautan;
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dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan ruang
laut;

dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan
ruang laut;

dokumen hasil audit perubahan fungsi pemanfaatan
ruang laut;

dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan
kawasan konservasi;

dokumen pengawasan penambangan mineral,
minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan;

dokumen pengawasan penambangan mineral,
minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerugian
secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya
pada masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
dokumen evaluasi hasil pengawasan usaha yang
memberikan dampak negatif pada masyarakat dan
lingkungan;

dokumen analisis dampak dan prediksi pelanggaran
pemanfaatan ruang laut;

dokumen negosiasi penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui luar pengadilan;

dokumen pengawasan keputusan penyelesaian
sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;

dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan
penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat
pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir
dan pulau pulau kecil,

dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan
penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan
ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil,

dokumen rencana operasi terpadu dan/atau operasi
intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut,

pesisir dan pulau pulau kecil;
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dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi
administratif di bidang kelautan, pesisir dan pulau-
pulau kecil,

dokumen konsultasi proses penyelesaian
penanganan perkara dengan kepolisian dan/atau
kejaksaan;

dokumen pemantauan penanganan tindak pidana
kelautan sampai pada putusan yang berkekuatan
hukum tetap;

dokumen  evaluasi pelaksanaan  penyelesaian
penanganan perkara dan/atau penanganan barang
bukti dan awak kapal,

dokumen evaluasi dan telaahan materi
teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil,

dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan
laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

dokumen evaluasi hasil analisis data evaluasi sistem
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil.

Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:

1.

dokumen rencana kerja tahunan Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen rekomendasi metode pengawasan dan
keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

dokumen rekomendasi pengawasan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

dokumen kajian pengawasan produk dan jasa
kelautan;

dokumen kajian pengawasan pemanfaatan ruang

laut;
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dokumen rekomendasi hasil pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi;

dokumen rekomendasi hasil pengawasan usaha
yang memberikan dampak negatif pada masyarakat
dan lingkungan;

dokumen alternatif penyelesaian kondisi khusus
pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan
penyajian materi/ substansi teknis pemberdayaan
kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di
wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan
penyajian materi/substansi teknis tingkat
kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap
kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil,

dokumen hasil supervisi penanganan pasca
pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan
pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil;

dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau
operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang
laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,

dokumen rekomendasi pengenaan sanksi
administratif pelanggaran di bidang Pbidang
kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi
administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

dokumen kajian strategis, rekomendasi dan
penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

dokumen laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
dokumen evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
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Pasal 11

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Kelautan yang

sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

Pengawas Kelautan yang berada satu tingkat di atas atau

satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1)

(2)

Pasal 12

Penilaian = Angka Kredit atas Thasil penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan

sebagai berikut:

a. Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil yang berada satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil yang berada satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BABV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yaitu pejabat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan dilakukan melalui pengangkatan:

a.
b.

C.

(1)

pertama,;
perpindahan dari jabatan lain;
penyesuaian; dan

promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang arkeologi, antropologi, ekonomi sumber
daya, ekonomi  sumber  kelautan, geologi,
oseanografi, ilmu atau sains kelautan, biologi, ilmu
atau sains perikanan, akuakultur, manajemen atau
pengelolaan sumber daya perairan, perikanan

tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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penangkapan ikan, perencanaan wilayah, teknik
atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi,
teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau
rekayasa geologi, teknik atau rekayasa kelautan,
ilmu atau sains lingkungan, hukum, geografi, ilmu
atau sains geografi, teknologi penangkapan ikan,
teknologi pengelolaan sumber daya perairan,
teknologi pengolahan hasil perikanan, permesinan
perikanan atau teknologi akuakultur; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dari
calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus
pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu)
tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan.
Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil.
Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dinilai dan
ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan melalui perpindahan dari jabatan lain
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

berstatus PNS;

a.
b.

o o

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah:

1.

bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan
Pengawas Kelautan Ahli Muda yaitu sarjana
atau diploma empat di bidang arkeologi,
antropologi, ekonomi sumber daya, ekonomi
sumber kelautan, geologi, oseanografi, ilmu
atau sains kelautan, biologi, ilmu atau sains
perikanan, akuakultur, manajemen atau
pengelolaan sumber daya perairan, perikanan
tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi
penangkapan ikan, perencanaan wilayah,
teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa
geodesi, teknik atau rekayasa lingkungan,
teknik atau rekayasa geologi, teknik atau
rekayasa kelautan, ilmu atau sains lingkungan,
hukum, geografi, ilmu atau sains geografi,
teknologi penangkapan ikan, teknologi
pengelolaan sumber daya perairan, teknologi
pengolahan hasil perikanan, permesinan
perikanan, teknologi akuakultur atau
kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan
dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;

bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya yaitu
magister dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;

bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama yaitu:

a. magister dengan kualifikasi pendidikan

yang relevan dengan tugas Jabatan



33 2022, No. 510

Fungsional Pengawas Kelautan yang
ditentukan oleh Instansi Pembina; atau

b. doktor dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina;

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua)
tahun;

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

i.  berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama
lainnya.

(2) Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d angka 3 huruf a) juga memiliki
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paling sedikit 2 (dua) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah
dipublikasikan secara nasional atau memiliki paling
sedikit 1 (satu) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah
dipublikasikan secara internasional yang relevan dengan
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.

Syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki
sertifikat pelatihan polisi khusus.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 17
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf ¢, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
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e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua)
tahun; dan

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Syarat pengangkatan sebagaimana di maksud pada ayat

1 huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki

sertifikat pelatihan polisi khusus.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan

kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan melalui penyesuaian ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk

paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri

ini mulai berlaku.
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Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 20

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan

melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.
b.

(1)

(2)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 21

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan satu tingkat lebih tinggi dalam satu
kategori Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS;

e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus;
dan/atau

f.  tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

37 2022, No. 510

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki
sertifikat pelatihan polisi khusus.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Kelautan melalui promosi dinilai
dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 22
Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengawas Kelautan
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23
Penilaian kinerja Pengawas Kelautan bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan

sistem prestasi dan sistem karier.
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(2) Penilaian kinerja Pengawas Kelautan dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Pengawas Kelautan dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

(1) Pengawas Kelautan wajib menyusun SKP setiap awal
tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Pengawas Kelautan
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 26
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas

tambahan.
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Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 27
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Hasil penilaian SKP Pengawas Kelautan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 28

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (2) bagi Pengawas Kelautan setiap tahun

ditetapkan paling sedikit:

a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas
Kelautan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Kelautan Ahli
Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas
Kelautan Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli

Utama.
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Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Kelautan Ahli
Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang
jabatan yang didudukinya.

Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Kelautan wajib
memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan
Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 29
Pengawas Kelautan yang telah memenuhi syarat untuk
kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi
belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan
diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka
Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli
Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli
Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Pengawas Kelautan Ahli
Madya.
Pengawas Kelautan Ahli Utama yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit.
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Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 30

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b

ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan dan dinilai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 31

Capaian SKP Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai
untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
Capaian Angka Kredit Pengawas Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150%
(seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit
minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 29.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 32
Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Pengawas Kelautan mendokumentasikan Hasil Kerja
yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.
Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
Hasil Kerja Pengawas Kelautan.
Hasil penilaian dan PAK Pengawas Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian

kinerja Pengawas Kelautan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 33

Usul PAK Pengawas Kelautan diajukan oleh:

(1)

(2)

(3)

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Kelautan Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya
di unit kerja pusat pada Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan
Instansi Daerah;

pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana
teknis yang membidangi pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina kepada

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
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kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan unit
pelaksana teknis pada Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi
madya yang membidangi pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan
Pengawas Kelautan Ahli Muda di unit kerja pusat pada
Instansi Pembina;

paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit
pelaksana teknis yang membidangi pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina
melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi pengawasan kelautan pada instansi pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi
madya yang membidangi pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan
Pengawas Kelautan Ahli Muda di lingkungan unit
pelaksana teknis pada Instansi Pembina; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas

Kelautan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.
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Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 34

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit,

yaitu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan atau pejabat pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Utama dan Pengawas
Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang
membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda dan Pengawas
Kelautan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina;
dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada instansi daerah untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda dan Pengawas

Kelautan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 35
Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh Tim Penilai.
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:
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mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

memberikan  rekomendasi  kenaikan  pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengawas

Kelautan dalam pelatihan.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Kelautan terdiri atas:

a.

Tim Penilai Pusat:

1. untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan
Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya
di lingkungan Instansi Pembina; dan

2. untuk Angka Kredit bagi Pengawas Kelautan
Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah.

Tim Penilai unit kerja untuk Angka Kredit bagi

Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas

Kelautan Ahli Muda, di lingkungan Instansi

Pembina;

Tim Penilai provinsi untuk Angka Kredit bagi

Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas

Kelautan Ahli Muda di lingkungan instansi

pemerintah daerah provinsi; dan

Tim Penilai kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi

Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas

Kelautan Ahli Muda di lingkungan instansi

pemerintah daerah kabupaten/kota.
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Pasal 36

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, unsur

kepegawaian, dan Pengawas Kelautan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan keanggotaan Tim  Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau

Pengawas Kelautan Ahli Madya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

paling sedikit 2 (dua) orang Pengawas Kelautan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan Pengawas
Kelautan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Pengawas Kelautan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengawas
Kelautan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari

Pengawas Kelautan, anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai

hasil kerja Pengawas Kelautan.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. pimpinan instansi pembina bagi tim penilai pusat

pada Instansi Pembina;
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b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil bagi tim penilai instansi;

c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah
daerah provinsi bagi tim penilai provinsi; dan

d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan daerah pada instansi pemerintah
daerah kabupaten /kota bagi tim penilai

kabupaten /kota.

Pasal 37
Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara
penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan  diatur dengan  Peraturan  Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

dan perikanan.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 38

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan
Fungsional Pengawas Kelautan, untuk Pengawas

Kelautan:
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dengan pendidikan sarjana atau diploma empat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Dalam hal wuntuk kenaikan pangkat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pengawas Kelautan

dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

a.

pengajar atau pelatih di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji
Kompetensi;

perolehan penghargaan/tanda jasa;

perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
pelaksanaan  tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit

paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit

yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
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Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 40

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan

satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit

yang ditetapkan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat

dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan  ketersediaan lowongan kebutuhan
jabatan.

Pengawas Kelautan Ahli Muda yang akan naik jenjang

jabatan menjadi Pengawas Kelautan Ahli Madya harus

memenuhi kualifikasi pendidikan magister yang relevan
dengan tugas jabatan fungsional Pengawas Kelautan
yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pengawas Kelautan Ahli Madya yang akan naik jenjang

menjadi Pengawas Kelautan Ahli Utama wajib memiliki:

a. ijazah magister dan paling sedikit memiliki 1 (satu)
Karya Tulis/Karya Ilmiah yang relavan dan telah
dipublikasikan secara internasional atau memiliki 2
(dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan
secara nasional; atau

b. ijazah doktor sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina.

Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Kelautan yang

akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil

Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina.
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Ketentuan mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal,
dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

Pasal 41

Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pengawas Kelautan

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil,

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

d. penyusunan standar/pedoman /petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil; dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Pengawas Kelautan yang akan naik ke jenjang

jabatan ahli madya dan ahli utama, Pengawas Kelautan
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yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan dengan Angka Kredit pengembangan profesi

yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Pengawas Kelautan Ahli Muda yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pengawas Kelautan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya
yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi Pengawas Kelautan Ahli Utama.

Pasal 42

Pengawas Kelautan yang secara bersama-sama membuat

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengawasan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu,;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu,;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
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Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 43
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Pengawas Kelautan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Pengawas Kelautan yang memiliki Angka Kredit melebihi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam

satu jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pasal 45
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Pengawas Kelautan tidak diberikan kenaikan

pangkat dan/atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KELAUTAN

Pasal 46
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator, meliputi:
a. jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang dan
sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. luas kawasan konservasi;
c. luas ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau
kecil yang dimanfaatkan;

d. jumlah produk dan jasa kelautan; dan
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e. jumlah pengenaan sanksi adminstratif, penanganan
Tindak Pidana Kelautan, dan penyelesaian sengketa
di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan

dari Menteri.

Pasal 47

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan

berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan

sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan ditetapkan oleh Instansi

Pembina.

(1)

(2)

(3)

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 48
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Pengawas Kelautan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disusun oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
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Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 49

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Pengawas Kelautan diikutsertakan pada pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan
dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengawas Kelautan dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan/atau
e. studi banding.
Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan fungsional Pengawas Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
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BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 50
Pengawas Kelautan diberhentikan dari jabatannya
apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

o

o

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pengawas Kelautan yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir

yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

selama diberhentikan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Pengawas Kelautan; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang

ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
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Pasal 51
Pengawas Kelautan yang diberhentikan karena ditugaskan
pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan
pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu)
tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang
didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 52
(1) Terhadap Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan
pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang
Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Kelautan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 53
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Pengawas Kelautan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 54
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Pengawas Kelautan dilarang rangkap jabatan
dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,

jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.
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BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 55

Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan yang bertanggung jawab

untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

b. menyusun Standar Kompetensi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;

d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pengawas
Kelautan;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uji Kompetensi;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan;

1.  mengembangkan sistem informasi Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan;
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m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan di Instansi
Pembina dan Instansi Daerah yang menggunakan
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan;

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
untuk pembinaan karier Pengawas Kelautan; dan

s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s,

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan secara berkala sesuai

dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada

Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf {, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur
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dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 56

(1) Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan wajib memiliki 1
(satu) organisasi profesi.

(2) Pengawas Kelautan wajib menjadi anggota organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan setelah mendapat persetujuan dari Instansi

Pembina.

Pasal 57
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan bersifat
koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
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Pasal 58
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
serta hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan diatur dengan
peraturan menteri yang  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

(1) Pengawas Kelautan yang  bertugas di daerah
terdepan/terluar/terpencil, dapat diberikan tambahan
Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka
Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

(2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan
tugas di daerah terdepan/terluar/terpencil.

(3) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan daerah
terdepan/terluar/terpencil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan kategori keahlian yang melaksanakan tugas
pengawasan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
dan telah mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan dapat disesuaikan ke dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Kelautan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Pertama/Ahli Pertama disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Muda/Ahli
Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Madya/Ahli Madya  disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Utama/Ahli Utama  disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan Ahli Utama.

PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tetap

melaksanakankan tugas jabatan dan uraian kegiatan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sampai

dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir

menduduki Jabatan Pengawas Perikanan kategori

keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan.

Penyesuaian nomenklatur PNS yang menduduki Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian ke

dalam  Jabatan  Fungsional Pengawas Kelautan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
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lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini

mulai berlaku.

Pasal 61

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan yang berasal dari penyesuaian nomenklatur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan belum
memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus tetap
melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang
jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus paling
lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai
berlaku.

Dalam hal Pengawas Kelautan yang belum memiliki
sertifikat pelatihan polisi khusus pada waktu yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas

Kelautan.

Pasal 62

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25

Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
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Pasal 64
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 65
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY
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LAMPIRAN 1|

PERATURAN MENTER] FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN RE FORMAS HIROKRAS] REPUBLIK INDON ESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSXOINAL PENGAWAS KELAUTAN

KEGWUTAN FENGE MBANGAN FROFES] DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

URsUR

SUB.UNSUR

PELAKSANA
. HASIL KERIA OUTPUT | ANGRA KREDIT KEGIATAN

™

[5] [ 1]

-I2z| &

Pengenbangan Profes)

Perolehan yazah /gelar pencadioan formal
seavum dengan Indang tugas Joeba tan
Punguonal Pengawas Kelsutan

Memperoleh gazah sesual dengan bidang tugas Jahatan
Pungsonal Pengawas Kelsitan

Dpzah /Gelar 25% AK kenaikan | Semua Engng
pangkat

Pembuatan Karya Tulls/ Karya Jimsah di edang
Fengawsmn Pengeiolaan Waayah Laut, Peamir
dan Pulau-Pulau Keal

1

Membuat karya tuls flsrys Smah hasdl peneitian )
penghagaan /surved/evnduasl di dang Pengawusan
Pengeloloan Wilayah Laut, Pesuisyr, dan Pulsu-Milau
Keedl o ng ol ip ol ioas fkan

& [dadem bentuk buku )/ majalsh dmesh e onassonal
yang {erinckek

Jurnal) Bulku 2000 Semua enjang

b, |[dalam bentuk huku/ magalah dmmeh naxonal yang
terakr ol itas

Jurnal/ Bulk 1250 Semua enjng

¢ |dadam bentuk buk /[ seaialad st yang diakui
organisasi profesi dan Instans Pembine

Jurnal/Buku /Naskah 400 Semua enjng

Membunt karya tuls /karye dmah hasil
penelitian ( pengeagian [ surve) /evaliani di bxdang
Pengawasan Pengelolsan Wilayah Laut, Peamir, dan
Pulau Pulsu Keall yang tedak digmh Masdan

a. [dakun bentuk bk

Bk ®00 Semua enjng

L

akem bentuk majadah dowah

Naskah 400 Semua enjang

Membuat karya tulls /karya dmiash berapa firgauan
AW ulssan mash hasdl gagasan senchrni di bidang
Pengawasan Pengelolsan Wilwyah Laut, Peainar, dan
Pulau-Pulau Keail yang dip bl koo fican

A |datam bentuk bulku yang daterhithan dan
i arkan sccan nasxnsl

Buky s00 Semua enjang

b |dadum magalah fmiah yang diakan onganisas)
|profesi dan Instans: Pembma

Naskan 400 Semun enjng

Meanbiuiat Joarya tulie Josrya mish berugs Sy suan
At wasan dmiah hasd gagasan sendin di mdang
Pengawasan Pengelolaan Wikyah Laut Pesiir, dan
Pulau Pulsu Keall yang tedak dgmh Measdan

A |dabun bentuk bk

Fuku 700 Semua enpng

b |dadam bentuk makadah

Naskah 350 Semua gnjang

Mempampadian prasasan derps tijnian, gagsaarn

dan atau s san @maah dadum pertemuen dmah

Nashah 250 Semua enpng
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NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGRA KREDIT §.§g>
[ [ ] W ] ) ]
O [Menmbiust artined of tucdang Tengens san Feng ol san Artiel 200 Semnus etijang
Wilayah Laut, Pesinr, dan Pudau-Pulau Kecil yang
el ignd T n i By
Pener emahian [ Pesyaduran Buku dan Bahan 1. [Meteriemaliian/ menyachir bk atau ks rya dosah di
Bahan Lam & idang Pengawasan Penge olsan bidarg Pengawasan Pengeliolaan Wisyah Laut, Fesisy
Wilsyah Laut, Povidr, dan Paleu-Padau Real chan Pulaar-Puke Kecdl yonng ol ks sloan
& |dadam bentuk buku yang datertutian dan Buku 700 Sewmua Enjang
disdarkan secara nasonal
1. [dalsn majalah dmiah yang dsioy crgansasi Naskah 350 Semua wnjng
prodeai dan natni Peabina
2 IMenecemahian/ menyachir ik atau Joarys dmah di
bidang Pengawaman Pengelolaan Wilsyah Laut, Pessir
dan Pulas-Pulsi Kecdl pang tedak odip oo oan
A |dalam bentuk buk Buku 100 Semua mnjang
B [dadam Dentuk makalah N skah 150 Semua snpng
Fenywmunan Standar/ Pedotmn/ Petusyu Membniat Buks stander /pedoman / petunfuk Bk N0 Semua jenang
Pelaksa naan /Petunuk Toknne & tedang peiakaa mman [ potunjuk teknin di badang Pengawasan
Pengawasen Peagiokean Wilsyah Laut, Pesisir, [Fengeiolaan Wasyah Laut, Pesisir, dan Pudsu-Pulsy Keed
[dan Putey Tl Kegl
Pengembangan Kompetenai di tudang | Men 1 _kom petenas
Pengawasan Pengiolaan Wisyah Laut, Pessir, | 1 [Peatihan fungeional Sertifiont /Laporan as0 Semua enjang
chn Fudsy-Pulay Keal 2 [Semunar flokaiarya/ korderensl) mmposwm | studi Sertufikat /Laporan 300 Semun Enjang
bonding - Sapangan
i |Peatihan teknis) magang di bidang tugas Jabatan
Funguonal Fengaewas Kelautan dan memperoleh
Sendikat
A |lamanya kehih dan 960 am Sertifiist [ Laporan 1500 Semua Jenjng
b [lanwmya anwrm 641 - WO jam Sertfiiont | Lapoman 9.0 Semua Jenjang
c [lamama antara 48] - 610 jan Sertdikat /Laporan 6. Semua Jenjang
d. |[lamanya antara 161 - 450 jam Sertifikat) Laporan 30 Semua Jenyng
e lamama antam 81 160 am Serttfikat /Laporan 2 Semua Jenjng
{ [lamanya antar 30 - 30 jam Sertdfikat /Laporan 10 Semuan Jenjeng
& |lamarmya durang dart 30 jam Sertfiat /Laporan 0.5 Semua Jenjng
4 |Pelatihan managerial/ soakad kaltural di tedang tugas
Jabatan Fungsonal Fengawas Kelautan dan
mempersieh Sertaf ot
& |Lamwnys kehi dar 900 am Sertfiiont | Laporan 75 Semua Jenjang
b |lamams antar 641 - 960 jen Sertdikat /Laporan 4.5 Semua Jenjang
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NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN TUGAS HASIL KERJA; OUTPUT §.$g>
i @ [N [ [ (1)
o [lamarys antara 451 - 680 jun Servilikat [ Lagoran Semun denjanyg
d Jlamarnya antra 161 - 450 em Seatilion | Laporan Semua Jenjang
e |lanwrms antaraB1 - 140 wm Servifiknt ) Laporan Semua Jetipwng |
{ |Lamama snams 30« 80 jam Sertifikest /Laporan Semua Jenpang
B | Lo ma s dari 30 3am Sertifikn | Laporan Semua Jernjung
5 |Maintmn peformanee (peind haraan kines s dan target Sertiliient [ Lagoran Setmua Jenjang
Kmner
Kegatan lain yang mendulning pengembangan |Melakulan kegastan yang mendukung pengemba ngan La poran 0,50 Semua enjang
profest yng citetwploan oleh laasemd Fembina  |profens yang ditedspioan oleh nate i PFendiana di badang
i cdang Pengawasan Fenge ol san Wikayah Fengawamn Pengrlolaan Wiayah Laut, Pessarr, dan Pula
Laut, Pexisir, dan Pulsu-Pulsu Kecd Ml Keadl
N [Penuniang Kegatan Pengagar/ Peldatah | Pembiombing di tidang Nengadar [ mrelatah / membimbing g berkaitn dengn Sertilion [ Laporan 040 Semua enjang
Pengawasan Fengawasan Pengrioban Wilayah Laut, Pesiarr, |tidang PFengawasan Pengdolaan Wiayah Laut, Pesair,
Pengebodaan Wilsyah e Puled-Pulsu Keell dan Pulsy-Pulau Keall
law, Pesuur, dan Rewngootas n dalam Tim Pentlad/Tun Up Men sl anggota Tim Fenid/ Tun Uji Kompetenm Laporan o Semus enjng
Pulau-Mda Keedl Kompetensi
Perolehan Penghargaan ! tnda asa 1 [Memperoleh penghargaan /tands jsa Satya Lancana
Karva Savva
A |30 dtaga puduh) tahun Pagm 300 Semun jenng
b |20 édua pubih) tahsn Pagm 200 Semila jenjang
c |10 pepulih) @ inin Pagm 100 Semua jenjang
3
a. |Tingkat Internasionl Sertifikat [P ingam 358 AK Renaikan Semua jenjng
gl t
b | Tingkat Neawaal Sectdlikat [ Pagam 25% AKX kenasikan | Semuas jenmng
mngkat
©. [Tirgkat Provinsd Sertifiknt [ Pagam TN AK enadican Semua jenjeng
pangiat
Perolehan Gelar/ Gazah linnys Nemperoleh gedar/imeah kinnya yang tdak seaua s dengan
bidang tugns Jabiatan Pungsional Pengawas Kelaitan
. |Sanans stan Diploma empat T azah 500 Semus jenmng
b | Magaster Tazal 1000 Semua jenjng
< |Dokior Tiazah 1500 Sansia jensng
Fedakss naan Tugns lain yang mendukung Melakukan kegatan yang menduliung pelakss naan 1ugas Laporan a0s Semua jenjang
pelakssmann tuges Jabatan Pungssonal Jabatan Pungeional Pengawan Kelwitan
Fengawas Kedaumun
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI PENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG JAHATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAK/ GOLONGAN RUANO DAN ANOKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

¢ AHU PER mPIG> I.)—-ﬂ MUDA : AHLI MADY A AHLI mbtl.)
1i/n [ inje 11/d Nia /s Wje N/d IW/ie
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayal Laul, Pesisir dan
Pulaw-Pulau Keell yang aleh kuasa undang-undang dibe nkan
wewenang ke palisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan % u.o 100 190 15 1% 150 0 %3
pulau-pulan kecil

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI HIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

TUGAS JABATAN : !
‘ T:Ivmw._. _AHLTMUDA i AHLI MADYA T AHLIUTAMA |
1 /b Il /e n/d V/a 1V/b /e Wi ] e
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan
wewenang kepolisian kkhusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan o 0 100 130 19 19 N 200
pulau-pulsu kecil

MENTERI PENDAYAGU NAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

-76-

[ AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
__Infe m/d | IV/a /b /e v | IV/e
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan
wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan 19 +00 150 = 15 -0 200
pulau-pulau kecil
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PEN DAYAGUNAAN APAR/
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

TUR NEGARA

o IIAZAH /STTB ¥ ANG bt ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
S, KENATKAN PANGKAT [ < LTAHRUN TTARUN 3 TAHUN STARUN |4 TAWUN] LERIR

1 Sarana/Diplma Empat 50 3 18 28 a8 47
2 /b Sarjana/Diplma Empat 50 3 18 28 a8 47
Magister K 19 29 39 44
Satjans/Dipkma Empat 5 35 75 95
3 /e Magister 50 6 76 96
Daktar 7 17 97
Sarana/Dipkma Empat 5 75 95
4 i/d Magister 100 6 76 96
Daktar 7 37 97
Sarana/Diplma Empat ) 113 143
5 IV/a Magister 150 “ 144
Daoktor 11 146
Sadana/Diploma Empat 8 143
o V/b Magiste s 150 9 144
Daoktor 11 |46
Sarana/Diplma Empat 8 143
T W/ie Magister 150 o9 144
Daoktar 11 146
Satjana /Diploms Empat 10 190
8 IV/d Magister 200 12 192
Daktor 14 194
9 IV/e Recjane/Diploma 200 200 200 200 200

Empat/Magister/Daktar

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR N EGARA
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